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BAB III 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan Pasal 99 UU 

SPPA, Penuntut Umum Anak dapat memberikan tuntutan terbaik dalam 

menetapkan masa penahanan ABH yang sesuai dengan ketentutan Pasal 34 

ayat 3 UU SPPA. Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 berimplikasi pada 

kelancaran dan kemudahan proses persidangan karena penuntut umum anak 

tidak lagi diancam dengan hukuman penjara jika menahan ABH sehingga 

putusan yang dihasilkan adalah yang terbaik selama penegak hukum juga 

memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak bagi ABH. Implikasi 

lainnya adalah dapat menjadi pengendalian sosial di komunitas ABH karena 

penghapusan ancaman hukuman penjara kurungan bagi penuntut umum anak 

jika menahan ABH sehingga dapat menelusuri jaringan komunitas sosial tindak 

pidana yang dilakukan ABH. Implikasi negatifnya penahanan yang dilakukan 

tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA dapat menimbulkan berbagai 

macam kerugian terhadap anak, termasuk trauma psikologis, tidak terpenuhi 

hak pendidikan, dan berpotensi menjadi residivis. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran 

kepada penegak hukum untuk terus memperhatikan dan menerapkan prinsip-

prinsip perlindungan hak anak terhadap ABH selama proses penahanan. Hal ini 
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dikarenakan dampak negatif penahanan terhadap ABH dapat terjadi jika 

penahanan dilakukan dalam waktu yang lama seperti trauma psikologis, tidak 

terpenuhi hak pendidikan, hingga berpotensi menjadi residivis. Oleh karena itu, 

meskipun penegak hukum tidak lagi diancam hukuman penjara jika menahan 

ABH akan tetapi pemenuhan hak-hak anak harus dilaksanakan agar dapat 

mengurangi dampak negatifnya. 
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